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Abstrak 

 Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh KPPU ialah menjatuhkan sanksi 

administratif, sanksi administratif tersebut diatur pada pasal 47 Undang-Undang 

No.5 Tahun 1999 (UU Antimonopoli). Dalam beberapa kasus yang ada, khusunya 

persekongkolan tender proyek pemerintah seringkali menjatuhkan sanksi berupa 

larangan  mengikuti tender terhadap pelaku usaha persekongkolan tender.. 

Padahal bentuk sanksi tersebut tidak diatur dalam Undang-Undnag Antimonopoli. 

Salah satu contohnya pada putusan KPPU No.13/KPPU-L/2005 dan putusan 

KPPU No. 01/KPPU-L/2013 yang menjatuhkan sanksi berupa larangan mengikuti 

tender kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan persekongkolan tender. 

Dalam hal ini pada kedua putusan KPPU yang memuat sanksi tersebut dikuatkan 

oleh pengadilan negeri yang memeriksa upaya hukum keberatan terhadap kedua 

putusan KPPU tersebut. Akan tetapi, pada tingkat kasasi terjadi inkosistensi  pada 

putusan Mahkamah Agung terhadap sanksi larangan mengikuti tender yang 

dijatuhkan pada putusan KPPU. Pada putusan MA No.01 K/KPPU/2007 sanksi 

tersebut tidak dapat dibenarkan, karena sanksi tersebut tidak diatur pada pasal 47 

Undang-Undang Antimonopoli. Sedangkan, pada putusan MA No.590 K/ 

Pdt.Sus-KPPU/2016 sanksi tersebut dapat dibenarkan, karena KPPU dapat 

menjatuhkan sanksi selain diatur dalam pasal 47 Undang-Undang Antimonopoli. 

 Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan 

pusataka dan data sekunder, dengan cara komparasi pada putusan MA. Ruang 

lingkup penelitian disini meliputi penelitian tentang asas hukum dengan 

mempelajari dan menelaah  pada putusan MA No.01 K/KPPU/2007 dan putusan 

MA No.590 K/Pdt.Sus-KPPU/2016. 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, sanksi berupa 

larangan mengikuti tender yang dijatuhkan oleh KPPU pada putusannya 

merupakan salah satu bentuk pelampauan kewenangan (ultra vires) yang dimiliki 

oleh KPPU dalam menjatuhkan sanksi administratif tehadap persekongkolan 

tender proyek pemerintah. Dan terjadinya inkosistensi pada kedua putusan MA 

adanya perbedaan penafsiran terhadap sanksi tersebut dalam putusan KPPU. 

Akibatnya akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakaan hukum 

persiangan usaha. 
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